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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis tentang hasil penelitian di 

lapangan terhadap Implementasi Kebijakan Bantuan Rumah Layak Huni Bagi 

Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Desa Kelimado, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa secara umum telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan 

ketentuan yang ada dimana program bantuan tersebut benar - benar diperuntukkan 

bagi masyarakat yang tergolong berpenghasilan rendah dan memenuhi kriteria yang 

telah ditetapkan dimana dari alokasi anggaran untuk 12 unit rumah layak huni yang 

direncanakan akan dibangun, semuanya telah berhasil dibangun sampai dengan 

selesai dan telah ditempati oleh keluarga penerima bantuan tersebut. 

Keberhasilan program ini tidak terlepas dari komitmen penuh dari 

Pemerintah Desa, Toko Adat dan Tokoh Masyarakat yang diwujudkan melalui 

kegiatan musyawarah yang berakhir dengan pengalokasian anggaran guna 

pembangunan rumah layak huni bagi keluarga yang belum memiliki rumah yang 

layak di Desa Kelimado serta pemantauan secara berkala oleh Tim Pelaksana 

Kegiatan sehingga tidak terjadi kendala yang tidak dapat diselesaikan. 

Selain itu, komitmen yang luar biasa juga ditunjukkan oleh Keluarga 

Penerima Bantuan Rumah Layak Huni itu sendiri yang dengan segala keterbatasan 

dan kekurangannya mampu berswadaya untuk menyelesaikan pembangunan rumah 

layak huni untuk dapat ditempati oleh keluarga mereka. 
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Meskipun program ini berhasil diimplementasikan secara baik di Desa 

Kelimado, namun terdapat juga beberapa kendala yang menghambat penyelesaian 

program bantuan rumah ini di Desa Kelimado, yaitu terdapat ketidaksesuaian 

standar ukuran bangunan yang ditetapkan dengan yang dikerjakan oleh penerima 

bantuan dimana ukuran yang dibangun jauh lebih besar daripada yang 

direncanakan. Secara kasat mata, sebenarnya hal ini merupakan hal yang baik, 

namun tentu saja hal ini memiliki dampak pada jumlah biaya swadaya yang harus 

dikeluarkan oleh penerima bantuan akan menjadi lebih besar daripada yang 

seharusnya sehingga dikhawatirkan penyelesaian pembangunan rumah layak huni 

akan terlambat. 

6.2 Saran 

 

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut di atas, maka saran yang dapat diberikan 

oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

6.2.1 Bagi Pemerintah Desa Kelimado 

 

a) Melakukan koordinasi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman Kabupaten Nagekeo selaku dinas teknis terkait program 

bantuan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar 

masyarakat Desa Kelimado yang belum memiliki rumah layak huni 

juga bisa mendapatkan bantuan rumah layak huni yang bersumber dari 

Dana Pemerintah Pusat apabila anggaran dari Dana Desa belum cukup 

sehingga semakin banyak jumlah unit rumah layak huni yang dapat 

dibangun. 

b) Melakukan pendataan kembali keluarga miskin yang belum memiliki 

rumah layak huni di Desa Kelimado sehingga dapat dialokasikan 
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kembali anggaran untuk membangun rumah layak huni bagi keluarga 

miskin tersebut. 

c) Memastikan keluarga penerima bantuan rumah layak huni 

mengetahui, memahami dan mematuhi ketentuan yang telah 

ditetapkan bagi penerima bantuan rumah layak huni sehingga tidak 

terjadi kendala maupun masalah yang dapat menghambat penyelesaian 

program bantuan rumah layak huni tersebut. 

6.2.2. Bagi Masyarakat Desa Kelimado 

 

a) Tetap berpartisipasi dalam setiap musyawarah terkait penerima 

program bantuan rumah layak huni sehingga keluarga penerima 

program bantuan tepat sasaran. 

b) Menaati ketentuan yang berlaku dalam program bantuan rumah layak 

huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah apabila menerima 

bantuan. 
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